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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
UNIT KERJA

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SUB UNIT KERJA . SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISWAHYUDI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK . 630394
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/150 m2 di BERAU, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 202 m2/70 m2 di BERAU, HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 934 m2/300 m2 di BERAU, HASIL
SENDIRI Rp. 500.000.000

4. Tanah Seluas 230 m2 di BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

5. Tanah Seluas 230 m2 di BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

6 Tanah Seluas 228 m2 di BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

7. Tanah Seluas 271 m2 di BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 285.000.000

1. MOTOR, SUZUKI SHOGUN Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000

2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000

3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000

4.  MOBIL, MITSHUBISHI FE 349 Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp.
50.000.000
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5. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

225.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. T
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 189.403.488
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.374.403.488
[ll. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.374.403.488
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 13 April 2020.
. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
UNIT KERJA

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SUB UNIT KERJA . BIDANG KELUARGA BERENCANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HALIJAH YASIN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA
3. NHK : 666981
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/175 m2 di BERAU, HASIL
SENDIRI Rp. 350.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 150.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 110.000.000

2. MOBIL, TOYOTA KIJANG KAPSUL Tahun 2002, WARISAN Rp.

40.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.100.000
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.527.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ----
Sub Total Rp. 506.627.000
. HUTANG Rp. 178.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 328.627.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
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Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 13 April 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN
SUB UNIT KERJA : BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
I. DATA PRIBADI
1. Nama : GARNA SUDARSONO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
3. NHK : 654836
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/120 m2 di BERAU, HASIL
SENDIRI Rp. 750.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 365.000.000
1. MOTOR, YAMAHA 1 KPA/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000

2. MOBIL, HONDA H-RV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

360.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. Xh
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 297.085.685
F. HARTA LAINNYA Rp. ol
Sub Total Rp. 1.412.085.685
lll. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.412.085.685
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 8 April 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN
SUB UNIT KERJA . BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SUHARTINI, SKM
2. Jabatan . KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN
OLAHRAGA
3. NHK : 55967
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 793.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 389 m2/140 m2 di BERAU, HASIL
SENDIRI Rp. 300.000.000

2. Tanah Seluas 385 m2 di BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 115.500.000

3. Tanah Seluas 300 m2 di BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 294 m2/128 m2 di BERAU, HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000

5. Tanah Seluas 394 m2 di BERAU, LAINNYA Rp. 25.000.000

6. Tanah Seluas 430 m2 di BERAU, LAINNYA Rp. 38.000.000

7. Tanah Seluas 705 m2 di BERAU, LAINNYA Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 208.000.000

1. MOTOR, HONDA HONDA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000

2. MOTOR, YAMAHA SPIN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000

3. MOBIL, TOYOTA RUSH RUSH Tahun 2016, LAINNYA Rp.

200.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 46.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. —
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 115.599
F. HARTA LAINNYA Rp. —
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Sub Total Rp. 1.047.615.599
I1l. HUTANG Rp. 305.100.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 742.515.599
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 22 Agustus 2019.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2018

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Juli 2019/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN
SUB UNIT KERJA . BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
I. DATA PRIBADI
1. Nama : RUSMINI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIzZI
3. NHK . 666669
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.621.305
F. HARTA LAINNYA Rp. -—=s
Sub Total Rp. 4.621.305
. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 4.621.305
Catatan:
1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen vyang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

.Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 19 September

2019.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Juli 2019/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
UNIT KERJA . DINAS KESEHATAN
SUB UNIT KERJA : BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama . EKO SISWANDI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
3. NHK : 661654
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/54 m2 di BERAU, HASIL
SENDIRI Rp. 400.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 135.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000

2. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.

5.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. Xh
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 29.407.754
F. HARTA LAINNYA Rp. ol
Sub Total Rp. 564.407.754
lll. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 564.407.754
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 10 September
20109.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Agustus 2019/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN
SUB UNIT KERJA : BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
. DATA PRIBADI
1. Nama - SOFIAN EFENDI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
3. NHK . 666948
IIl. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 12.720.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 643 m2/364 m2 di BERAU, HASIL
SENDIRI Rp. 1.607.500.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 2511 m2/601 m2 di BERAU, HASIL
SENDIRI Rp. 7.533.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/184.45 m2 di BERAU, HASIL
SENDIRI Rp. 1.680.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 83.5 m2/83.5 m2 di BERAU, HIBAH
DENGAN AKTA Rp. 417.500.000

5.  Tanah dan Bangunan Seluas 247 m2/247 m2 di BERAU, HIBAH
DENGAN AKTA Rp. 1.482.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 369.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ JAZZGK5 1.5 RS CVT Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 230.000.000

2.  MOBIL, DAIHATSU F651RV-GMDFJ(4X2) MT Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 130.000.000

3. MOTOR, HONDA C1C02N16M2 AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI

Rp. 9.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. =
D. SURAT BERHARGA Rp. —
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.162.630
F. HARTA LAINNYA Rp. ——
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Sub Total Rp. 13.090.162.630
I1l. HUTANG Rp. 11.550.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 13.078.612.630
Catatan:

i3

Rincian harta kekayaan dalam Ilembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

.Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 19 September

2019.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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